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Berisiko jadi Temuan

Dana Aspirasi

DPRD Sambas

PONTIANAK—Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Kalimantan
Barat menyatakan dana as-
pirasi anggota DPRD Kabu-
paten Sambas berisiko men-
jadi temuan penyimpangan.
Pihaknya juga sudah melaku-
kan pemetaan tentang risiko
akibat pengaturan dana aspi-
rasiyang dinilai tanpa melalui
perencanaan matang.

“Dana- aspirasi DPRD Ka-
bupaten Sambas menjadi
itensitas untuk dikejar. Pe-
nyusunan anggaran mesti-
nya mengikuti mekanisme

yakni musyarawarah rencana -

pembangunan (Musrenbang)
dengan menyerap aspirasi
dari bawah. Tapi anggaran
ini (dana aspirasi,red) masuk
menjelang ketuk palu. Ini
berisiko, anggaran masuk
menjelang akhir penetapan
APBD)," kata Kepala Sub Au-
ditorat Kalbar 1 BPK RI Per-
wakilan Kalbar Hernold Ferry

Makawimbang, Kamis (1/3) di
Pontianak.

Hernold menyampaikan
masalah tersebut ketika men-
erima audiensi DPP Laskar
Anti-Korupsilndonesia (LAKI)
yang menyoroti masalah dana
aspirasi anggota DPRD Kabu-
paten Sambas tahun anggaran
2011. LAKI dalam kesempatan

itu mendesak BPK segera

melakukan audit terhadap

‘dana aspirasi anggota DPRD
Sambas. .

- BPK menyarrib_qt aspira-
si yang disampaikan LAKI.

Namun proses audit sudah
‘mempunyai ketentuan. Jadi
_ tidak bisa sembarangan. Kar-
‘ena itu, BPK memberi usul

kepada LAKI jika mempunyai
cukup bukti bisa melapor ke
aparat penegak hukum atas
dugaan tindak korupsi dalam
dana aspirasi. ;
Hernold tidak menampik
jika penetapan dana aspi-
rasi anggota DPRD Kabupaten

‘Sambas terindikasi perenca-

naannya lemah. Maka disebut
begitu berisiko. Apalagi dana

‘aspirasi banyak dikerjakan

sendiri dalam bentuk proyek

dan dengan dititip ke Satu-

an Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), “Bagikamisebaiknya
memperjuangkan mekanisme
dari bawah. Dan yang melak-
sanakan harus eksekutifbukan
legislatif” katanya..

Sementara ketua DPCLAKI
Kabupaten Sambas Ahyadi
berharap penuh BPK dapat
melakukan audit terhadap
dana aspirasi anggota DPRD
pada 2011. Dan pihaknya
telah melaksanakan inves-
tigasi lapangan. Hasilnya,
banyak ditemukan indikasi
tidak maksimal dalam pem-
bangunan tersebut. Sekaligus
adaindikasi penetapan APBD
diluar musrenbang, yaknipe-
nyetujuan terhadap besaran
dana aspirasi.

Sementara Ketua DPP
LAKI Burhanudin Abdullah
menginginkan BPK dapat
mengaudit terhadap seluruh
dana aspirasi dewan di selu-
ruh Kalbar. Agar dewan tidak

“menjalankan fungsilain, yak-

ni menjadi pelaksana proyek
dari dana aspirasi. (stm)



